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1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Baik, bisa kita mulai, ya?  
Sidang pada hari ini adalah terkait dengan perbaiki ... Perbaikan 

untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-
Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, 
bersamaan dengan Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 
77/PUU-XVI/2018, sama juga, Pengujian Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 Dua Pemohonnya sudah hadir semua, ya?  

 
2. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
 

 Sudah, Yang Mulia. 
 
3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Sudah semua, ya? Baik, silakan diperkenalkan untuk Pemohon 
Nomor Perkara 75/PUU-XVI/2018 dan Nomor Perkara 77/PUU-
XVI/2018. Silakan. 
 Dan Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 (...) 

 
4. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. 
 
5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Mohon maaf, belum saya buka. Mohon maaf. 
 Untuk Persidangan Nomor 75/PUU-XVI/2018 dan 77/PUU-
XVI/2018 pada pagi hari ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk 
umum. 
  
  
 
 Silakan diperkenalkan, Pak. 

 
 
 
6. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB 
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 Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Kami Forum 
Perjuangan Pensiunan BNI. Saya sendiri, Martinus Nuroso sebagai 
Ketua FPP BNI. Di sebelah kiri saya, Rinjani, Sekretaris FPP BNI. Di 
sebelah kiri lagi, Imam Prowoto, Koordinator Daerah FPP BNI se-
Jabodetabek. Yang di belakang, Ibu ... Ibu Indriyana dari Tangerang. 
Yang di tengah, Ibu Jetty dari Jakarta. Ibu Renta dari Tangerang. 
Terima kasih. 

 
7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Dilanjutkan, Pemohon untuk Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018, 
diperkenalkan. 

 
8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: 

MANGAPUL SITORUS 
 

 Terima kasih. Yang pertama, saya Mangapul Sitorus, Kuasa dari 
PT Manito, dari Kantor Hukum Banua Sanjaya Hasibuan and Partners. 
 

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 
 Ya. Baik, saya mulai untuk yang Perkara Nomor 75/PUU-
XVI/2018, ya. Kemarin kami sudah menyampaikan beberapa hal untuk 
diperbaiki, apakah sudah dilakukan perbaikannya? Silakan disampaikan 
pokok-pokok perbaikan yang sudah dilakukan oleh Pemohon Perkara 
Nomor 75/PUU-XVI/2018. Silakan. 
 

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 
NUROSO 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 

Jadi berdasarkan nasihat Yang Mulia Hakim, kami mencoba untuk 
melakukan perbaikan. Jadi, kami ada beberapa perbaikan. Sebenarnya 
prinsipnya sama, kami meminta, memohon supaya perbaikannya 
adalah kami kaji lebih dalam lagi bahwa deng ... intinya bahwa Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang berasaskan perspektif tidak berlaku surut, 
itu ternyata kami menemukan satu informasi dari internet bahwa 
pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, 
112/PUU-VII/2009, 113/PUU-VII/2009, itu pernah putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut bersifat retroaktif dan itu kami kutip sudah di situ.  

Juga ada berita com online ... hukum com online yang kami 
dapatkan, di situ ada pendapat dari 3 pakar yang memutuskan, 
kebetulan waktu itu masih Pak Mahfud MD. Jadi, di ... Pak Maruarar 
Siahaan sebagai salah satu hakim yang menangani perkara tersebut, 
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kemudian Pak Mahfud MD dan Pak Refly Harun itu berpendapat bahwa 
putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa bersifat retroaktif karena adanya 
diskresi dari hak ... Para Hakim Mahkamah Konstitusi. 
 Nah, ini sebagai landasan pijakan kami untuk mencoba me ... 
lebih lagi menggali bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi itu 
dimungkinkan untuk dilakukan ... diputuskan berlaku surut. Karena jika 
tidak terjad ... tetapi, itu tidak untuk semua perkara. Hanya perkara 
tertentu, khususnya dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 100 yang menggugurkan Pasal 96 ini.  

Kemudian, kalau dimaknai tidak berlaku surut, artinya perspektif, 
itu justru akan mengakibatkan korban atau ketidakadilan bagi kami. 
Dan itu putusan Mahkamah Konstitusi itu, kemudian ternyata dipakai 
oleh Menteri Tenaga Kerja dengan SE Nomor 1. SE tersebut yang 
intinya menyatakan bahwa hak yang bisa dituntut itu adalah hak yang 
timbul mulai 19 September 2011. Padahal hak kami itu timbul sebelum 
19 September 2011.  

Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia, 
apakah ini nanti bagaimana? Kami pasrah bongkokan, silakan. Tetapi 
barangkali begini, setelah kami pelajari. Andaikan ini ... andaikan ini 
ditolak karena memang salah, tidak ada mekanismenya untuk mengadili 
putusan MK, kami akan maju kembali untuk (...) 

 
11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Saya kira begini, Pak.  
 
12. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
 

 Ya. 
 
13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Ini kan, intinya di sini adalah soal ... maju kembali itu soal yang 
lain (...) 

 
14. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
 

 Oh, ya, ya, Yang Mulia, ya. 
 
 
 
15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
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 Ya, yang pokok di sini adalah apakah nasihat-nasihat yang telah 
diberikan (...) 

 
16. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
 

 Ya. 
 
17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Pada sidang pendahuluan itu telah dilakukan perbaikannya? 
 
18. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
 

 Sudah, sudah.  
 
19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Perbaikannya seperti apa? Silakan disampaikan. Poinnya di situ 
saja. 
 

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 
NUROSO  

 
 Ya. Jadi, perbaikannya itu kami menambahkan ada ... ada 
pendapat-pendapat baru, terus ada putusan MK. Yang terpenting 
adalah Putusan MK Nomor 111/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-
VII/2009, Nomor 113/PUU-VII/2009 yang putusannya itu retroaktif. Itu 
saja, Yang Mulia. 

 
21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Itu saja perbaikannya? 
 

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 
NUROSO  

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Ada lagi tambahan lainnya? Tidak ada lagi? 

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 
NUROSO  
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 Ya, intinya hanya itu, Yang Mulia. 

 
25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Baik kalau begitu. 
 Kemudian, dilanjutkan untuk Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018, 
silakan. Kemarin juga sudah diberikan panjang lebar untuk nasihat 
perbaikannya. Silakan, perbaikannya apa saja yang sudah dilakukan? 

 
26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: 

MANGAPUL SITORUS 
 

 Ya, Yang Mulia, terima kasih. 
 Jadi, mengenai Legal Standing, Yang Mulia. Jadi, kita sekarang 
mendapatkan kuasa dari PT Manito yang diwakili oleh Kim Nam Hyun 
selaku Direktur. 
 Yang kedua ... apanya ... untuk mempertajam ini ... Permohonan 
ini, kita telah melampirkan Putusan dari PHI Bandung Nomor 124. 
 Selanjutnya, kita juga telah melengkapi dengan bukti-bukti 
anggaran dasar dan surat kuasa. 
 Terima kasih, Yang Mulia. 

 
27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Kemudian, perbaikan substansinya sudah disampaikan? 
 
28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: 

MANGAPUL SITORUS 
 

 Mengenai substansi, tetap, hanya untuk meminta penambahan 
yang mengenai rekam medik dan surat sakit, Yang Mulia. 

 
29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Silakan, ada tambahan, Yang Mulia? Cukup. 
 Baik. Kalau begitu, tidak ada tambahan lagi yang lain. Saya akan 
mengesahkan ada beberapa bukti. Kalau yang Perkara Nomor 75/PUU-
XVI/2018, ada tambahan bukti? 

 
 
 
30. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
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 Tambahan bukti itu termasuk Putusan PHI Denpasar. Sebentar ... 
mohon maaf, saya buka sedikit, ya, Yang Mulia. 

Jadi (...) 
 
31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Tapi sudah disampaikan, Pak, ya, bukti-buktinya? 
 
32. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS 

NUROSO  
 

 Sudah, lengkap semua, ya. 
 
33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Sudah, baik. Yang Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018? 
 

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: 
MANGAPUL SITORUS 

 
 Ya, Yang Mulia. 

 
35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Sudah semua buktinya, ya? 
 

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018: 
MANGAPUL SITORUS 

 
 Sudah, Yang Mulia. 

 
37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH 

 
 Baik. Kalau gitu, saya sahkan dulu buktinya. 
 

 
 

 Terima kasih. Tidak ada masukan lain dari Yang Mulia, ya. Dan 
sudah cukup tadi penjelasan yang disampaikan oleh ... baik Perkara 
Nomor 75/PUU-XVI/2018 maupun Nomor 77/PUU-XVI/2018. 

 
 
Saya pikir, sidang ini bisa kita nyatakan ditutup. 

 
  

KETUK PALU 3X 

KETUK PALU 1X 
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Jakarta, 4 Oktober 2018 
Panitera, 
 
t.t.d. 

 
      
Kasianur Sidauruk 
NIP. 195701220198303 1 001 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB 
 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 
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